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b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D)

%

‘nery eysng NN Jefem Buek uebunuadey ueyibniaw yepn uednnbuad ‘g

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

NV VASNS NIN

f
If

455

&
)

)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

©
g ABSTRAK
==
Chi ntya Mukti (1445H/2023M): “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa Menurut
Perspektif Figih Siyasah”

N11w eyd]

Penulisan Skirpsi ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan mengenai
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Badan Permusyawaratan Desa namun pelaksanaan peraturan ini masih belum
Clsz maksimal. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 tentang
Bétlan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Karya Indah Kabupaten Kampar,
faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan fungsi BPD di
Desa Karya Indah, dan bagaimana tinjauan figh siyasah terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsinya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan jenis
penelitian lapangan (field Research). Yang berlokasi di Desa Karya Indah
Kabupaten Kampar. Data primer berupa hasil observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Data sekunder adalah data pendukung, dan data diperoleh dari
literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan
yang diteliti. Adapun informan penelitian ini adalah 1 orang Kepala Desa, 1 orang
Sekretaris Desa, 1 orang Ketua BPD, 1 orang Sekretaris BPD, dan 2 orang Kepala
Dusun. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kampar nomor 6 Tahun 2018 dalam pelaksanaan Fungsi BPD diatur
dalam pasal 30 yaitu: 1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa
be&gama kepala desa , hanya ada kebijakan seperti Peraturan Desa (Perdes) yang
memang sudah ada tetapi hanya ditemukan Perdes tentang APBDes dan
RBIMDes yang bersifat regular setiap tahunnya. 2) Menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat desa, adapun aspirasi yang sudah dilaksanakan yaitu
maSyarakat meminta PJ Kepala Desa warga desa karya indah sedangkan yang
bé&lm terlaksana yakni pemekaran desa dan tapal batas antara RT, RW dan Dusun
de@a lain. 3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dilakukan melalui

itoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang di danai APBDesa, non
A Desa, dan kegiatan penugasan dari pemerintah. Faktor-faktor yang
mémpengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan fungsi BPD di Desa Karya Indah
adélah sarana kerja yang kurang memadai serta kecilnya pendapatan dan
tuRjangan anggota BPD. Berdasarkan tinjaun figih siyasah pelaksanaan fungsi
BED di Desa Karya Indah sesuai dengan Ahlu Halli wa Aqdi sebagaimana
lembaga tersebut sebagai lembaga tersebut sebagai lembaga yang mengawasi
kiﬁ_erja kepala desa, serta dalam pelaksanaan musyawarah dilakukan di suatu
tempat untuk mendengarkan aspirasi warga sehingga sehingga sejalan dengan apa
yapg dicontohkan Nabi SAW dan menjunjung tinggi konsep syura.

et

%]
Kata Kunci: Perda, Badan Permusyawaratan Desa, Figh Siyasah
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g KATA PENGANTAR
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© Al
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
=
—-  Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha
=
Pengasihi dan Maha Adil, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta
kafljl nia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
c
I:é;_laksanaan Peraturan Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
jeb)
Bad an Permusyawaratan Desa Menurut Perspektif Figih Siyasah (Studi
QD

Kasus di Desa Karya Indah Kampar)” untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besarMuhammad SAW.
Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi sisi-sisi gelap
kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga
tef&tanbeliau dapat menjadi arah kita dalam menjalankan kehidupan ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari banyakbantuan dari

aga| pihakyang memberikan bantuan dan motivasi. penulis menyadari bahwa

o
drife|sy aje

2

si ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan,

bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis

sng;u

mehyampaikan terimakasih kepada:
Kelurga Tercinta yaitu Ayahanda Surya Mukti dan lbunda Yuliesni,
Kakak Ghea Suliasni Dan Adik Muhammad Supandi, Adik Artisyah

Mukti, dan Muhammad Ibrahim yang memberikan bantuan materil, moril
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maupun spiritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Dr.
Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor 1l Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd,
dan Wakil Rektor Il Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D, dan seluruh
jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada
penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, beserta
jajarannya yakni Wakil Dekan | Bapak Dr.H.Akmal Abdul Munir, Lc,
M.A, Wakil Dekan Il Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan 111 Ibu
Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag,
serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan
Zulfikar, M.Ag.

Bapak H. M. Abdi Almaktsur, M. A dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
selaku dosen pembimbing yang selalu sabar, memberikan arahan dan
senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.

Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku penasehat akademik (PA) yang telah
memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi serta
Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen
yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan

pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
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TIB. Kepada Ibu Siti Meylia selaku Kepala Desa Karya Indah beserta
; jajarannya, Ibu Rina selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karya
E’ Indah berserta jajarannya dan Kepala Dusun Karya Indah yang telah
2 membantu proses penelitian dan memberikan kemudahan bagi penulis
Z dalam proses tersebut.

@. Seluruh teman-teman, sahabat, adik-adik, serta seluruh pihak yang secara
‘E_ tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi
Q;E; ini.

QD

<10. Chintya Mukti, terimakasih mau bertahan sejauh ini dan menyelesaikan

semuanya. So pround of you.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi
pembacanya, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa
penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tidak luput dari berbagai
kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tidak lepas dari berbagai kekurangan
baﬁ% yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi
tesgapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis

m%gharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

(@]
Wgssalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 24 Juni 2024

Penulis,

Chintya Mukti
NIM: 12020421175

neny wisey jrredAg uejng jo AJrsIdAr



NV VASNS NIN

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

D)

?;_ig

U
0

f
I’

ﬁlés

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

\ i
Hi1l

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

©
g DAFTAR ISI
S
I\/I@TO .................................................................................................................... I
ABSTRAK ....ooovvievoesessieseeseesssoees s ss s ases s ess s i
KzTA PENGANTAR ..ottt iii
DAFTAR ISI....oooiiovooeseesooseseessessessiess s ssss s sssis s vi
DngAR TABEL .. viil
DAFTAR GAMBAR ....ooccccccorseecereesseseeeessessestossssessessstseeeeseesseseessssseeees e ix
Bng | PENDAHULUAN
:?;- AL Latar BelaKang........oc..ooeeiiiieiieie et 1
70 B. Batasan Masalah ..........ccceeiiiiiiiiii e 10
g C. RUMUSAN MaSalah..........cuoiiiiiiieiicie e 11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...........ccccoooeiieiiiccice e 11
E. Sistematika PenuliSan ..........ccciiiiiiiiiie s s 12
BAB Il KAJIAN PUSTAKA
A Desa. . SEER. ..................... B 14
B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .........cccccocveviiieiiiie e 16
C. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018................. 20
D. FIQN STYASAN ..ottt 22
o E. Penelitian Terdahulu .............ccooviiiiiiiie e 26
B%B 11l METODE PENELITIAN
@ AL JENIS PENEIILIAN......coocuueiiiiciiiieceeieeieie i 29
5 B. LoKasi PeNElItian..........cccviiviiiiiiiiic e 29
Z C. Subjek dan Objek Penelitian..........c.ccceeveriieresiieieene e 30
E- D. SUMDBDEE DALA........eeieieieiiieitieie et 30
3 E. Informan Penelitian.........cooviiiiiiiiiiiiiiii i 31
E F. Teknik Pengumpulan Data.........coooiieriiieniiieiinisesie e 32
=N G. Teknik ANalisis Data.........ccccevveiieiiieiiiieie e 33
BgB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
§ A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.............cccccooveeevieeeiiec e, 35
%’ I 1= oo -1 S 35
B 20 DBMOGIAFIS ..vvvovvvveoiiesiessss s 37
~ :
2 Vi
5.
a
z



™ o™ [e0] — © N~
< < < Lo n I W
: © : : : S
5 5 : m o
P E o m : N
: m m : : : : : :
: = : : : : :
H o : <~ H C . . . 5
8 8 o 8 8 g IR
P a § o™ S 12 % : : : :
: m [ - e 4 ; : : :
: c @ ] IS o« : : p :
X g 8 i 8 2 ¢ R
S © c ER : : : :
12 5 © £ X RN : : : :
H © o ®© H 9 H H E :
o = S 9 3 X g : : E :
IS © S g I 8 »n : : :
P9 22 8 m o5 o 9 : : : :
8 3 X 5 - o T P
N4 E ¢ > © T ] : 2 - :
N = 9 S ~ H < 5 c 3 H —
S ©® © ® © 0O P8 0 : : : : =
S 5 & 2 E o : & 5 : : s :
S ©« c 3 = M IS m : : : E
S 0 = S 2= 8 = : - ]
S c 8 ¥ o & £ s N -
E &8 M o £ 9 8 8 - : : E
S 5 o8 & 0 g © T g
= ®© £ m 2 £ o 2> a8 5 - i
& o] » & : : :
© [«}} - _— o) + m +— m - - -
o o [ ] < @ < = @ < H 2 c
L SN O & == = : : :
S & 2 2 0© m X o m X : : :
' — © O © H H
E 83 ¢ 288t 88 c g
T 8 Q © 9 5 B8 8 » ® o &8 <
c » v L D 9 S S 22 DO S :
L xXx & & o £ I B £ 3 o
o 8 =5 0O £ £ 9 = = 2 = P
— © € - ¥ o ® £ § ® DO E ¢ 5
3 o 8T L a Xk aXxX Zz3 8 g
- . . 58]
I < o ™ % X o
o0 > < m _m
. pe 0] LL : - o C - -
© Hak cipta milik UIN Suska Rkau < State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
m (@)

ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

_ 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

fr .“f a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
/\n_ _u_ﬂm:mcznm:zamwquc@_xm:rmumzzzmm:zm:mémmch_zmcmxmmwmc_

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(o] N~ 0 O o —
(a0 (9p] M ™ < <
P P : :
m.%m ER : :
- A m
- - I ®© - -
“auwu“.”“ -
P> I8 P ig i :
P8 X P ig :
P X g it :
g 10 Y g i ;
o 10 1y g :
0 e A :
@ : © :
mwm.mmm%m :
mwmdmmmm :
- HEEE @) B (<5 I -
_ ;M o i _m :
mm g S I8 c g i
m F R A = = I
:© £ T &
L o ig iE ig5E =
OS2 i85 i3 (8 =
X s o (< g 5 i 'S
< A4 _._m”..l”Ka_K_
F g 2 2 eX g5
LL O 3 3D N @ o -
< mmmmmmm%mmm
© g fEITE 10 P
> i3 iSSaE3 8
8 5 T O g T = o
2 i8g3C83 38«
= 238s£€85x2]
N VL D E T QN TS
SoaeNaoaga 2 aa
U2 — N
| <= = c = ©
c 8 S8 S c 8 S ¢ S
T > T S ©
=8 ESC ET = EC g
nuaunauaa_l
OEsSsEFSs—=—0SEFW®
— N ™ N ©
2 2 =2 22 2
© Ha rﬁ_ﬁﬁm m _mx C.mz% u mﬁm Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

_ 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

fr .“f a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
/\n_ _u__umzmcznm:zamwquc@_xm:wmumzzzmm:zm:mémmch_zmcmxmmwmc_

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

42

DAFTAR GAMBAR
iX

ar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Karya Indah....................

o)
© Ha rm ipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D)

%

f
>

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

NV VASNS NIN

&

&
)

)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

©

I BAB |

Q

e

9] PENDAHULUAN
6.

Q

A Latar Belakang

I

Negara Indonesia memiliki tonggak kesatuan, guna untuk menjaga

N At

éeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu berupa Ideologi
gilegara Indonesia yang dikenal dengan istilah Pancasila. Dalam pancasila itu

w

derdapat 5 (lima) perinsip dasar vyaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,

pyj
zKemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang

CDipimpin Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
adalah pemerintahan desa, dimana pemerintahan desa merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagali
U[gemerintahan terkecil, pemerintahan desa membawa amanat sebagai pelaksana
%emerintahan negara yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
’%ehingga pemerintahan desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak

B8
=lalam mencapai tujuan negara dalam konstitusi.*

Dari dulu hingga saat ini, desa senantiasa menjadi fokus perhatian dalam

STIATU)

etiap pembahasan tentang sistem pemerintahan daerah maupun sistem

I

emerintahan nasional, karena desa merupakan substansi dari sistem

emerintahan daerah. Faktor lainnya juga dikarenakan masih banyaknya

Agluejps 3o, 43

L Amri, U., & Yamin, A. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa Atas
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pro Justice, 1(2). 171-178. him 171.

1
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©
?ermasalahan-permasalahan yang ada didesa, desa senantiasa diidentik dengan

-
ckemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan permasalahan kemasyarakatan

o
alainnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat adanya pemerintahan

=
-flesa, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan
=

daerah.?

Dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6

NS N

“ahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan yang disebut

A

jeb)
-desa adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

e

herwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.>

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah desa memerlukan sebuah
lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa
@dak sewenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga ini adalah Badan

-

¢]
m.-Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014

F—

+¥]
Hentang Desa Pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa Musyawarah Desa merupakan
o]
gorum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa,

%emerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawaratkan hal yang

S

5ersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.*

=]

L 2]

wn

=

e

=

w 2 Rauf., R dan Munaf., . (2015). Pemerintah Desa. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

e *Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan

Petinusyawaratan Desa (BPD) Pasal 1 Ayat 6.

* Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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Badan Perwakilan Desa yang selama ini berubah namanya menjadi

wiEH @

adan Permusyawaratan Desa (BPD), perubahan ini didasarkan pada kondisi

ey d

aktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah
ntuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat

erbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang

aik. Melalui musyawarah untuk mufakat meminimalisir berbagai konflik

NSSN IRy !IgW

Yantara para elit politik, sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan yang
jeb)

“berarti.’

g Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan guna
terciptanya kemashalatan masyarakat. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) menurut Peraturan Derah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 pasal
30 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Memiliki Fungsi adalah sebagai
berikut:®

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala

Desa.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga

empunyai tugas dalam peraturan daerah kabupaten kampar nomor 6 tahun

jims jo KJISI%AIUI] dJIWe|[sy ajels

°Ndraha, M. I. K., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Penguatan Komunikasi
antara Pemerintah Desa dan BPD untuk Menghasilkan Produk Regulasi Desa yang Berkualitas di
Desa Lolozasai Kecamatan Gido. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 10(4),
1373-1380. him 1374.

®Perturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 tentang Badan
PeMusyawaratan Desa (BPD) Pasal 30.

Ie
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018 Pasal 31 tentang Badan Permuyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut:’

Mengali aspirasi masyarakat
Menampung aspirasi masyarakat

Mengelola aspirasi masyarakat

. Menyalurkan aspirasi masyarakat

. Menyelenggaralan musyawarah BPD

Menyelenggarakan musyawarah desa

. Membentuk panitia pemilihan kepala desa

. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala

desa antar waktu.

Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala
desa.

Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan
desa.

Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan

lemabaga desa lainnya; dan

.Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang- undangan.

Badan Permusyawaratan desa dipilih berdasarkan syarat dan ketentuan

ang sudah sitentukan dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Pada

As ugjn

|-

eraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 pasal 26

Pe

nery wisey gie

"Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 tentang Badan

usyawaratan Desa (BPD) Pasal 31.
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©
ﬁelembagaan BPD terdiri dari pimpinan dan bidang. Pimpinan BPD yang

-
ofimaksud terdiri dari 3 orang yakni ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Bidang
o

—

ayang dimaksud yaitu bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa dan
gt_?embinaan kemasyarakatan dan serta bidang pembangunan Desa dan
gemberdayaan Masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai
iembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan control terhadap

c
Uximplementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa.

jeb)
o Islam sangat menganjurkan musyawarah dimana pada masa Nabi

g\/luhammad SAW banyak persoalan umat islam diselesaikan melalui
mekanisme syura (Permusyawaratan) antara beliau dan para sahabatnya
sehingga dalam agama Islam hukumnya wajib untuk melaksanakan keputusan
hasil musyawarah. Tujuan musyawarah tak lain adalah untuk berbagi ide dan
gagasan untuk mencapai apa yang diidealkan bersama. Sebab, tidak mustahil
ada ide cemerlang yang tidak diketahui oleh sebagian dari mereka, tetapi

@iketahui oleh yang lain.’

Dalam praktik kehidupan umat islam, lembaga yang paling dikenal

e[S] 93

ssebagai pelaksana syura (permusyawaratan) adalah ahlu-halli wa al- ‘aqdi pada

D

GZaman khulafaurrasidin. Pembentukan lembaga ahlu al-halli wa al-aqdi sangat

u

< .
ﬁ)erlu dalam pemerintahan Islam karena banyaknya permasalahan kenegaraan

S

Lgehingga harus diputuskan secara bijak demi menciptakan kemashlahatan umat

S ufe3ng jo

®peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 Tentan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 26.

*Wahyuni. (2021). Pola Simbotik Negara dan Agama dalam Perspektif Perbandingan

Hukum Tata Negara Indonesia. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2(2), 229-242. him.176.
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©

Jslam. ™

{ah]

-

o Berkaitan ~ dengan  pentingnya  mengembangkan  mekanisme
o

amusyawarahini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Asy-Syura ayat
=

=38 yang berbunyi:

T AT NP R N ALl DRI B B
(Z) Oshd 04835 Lewy Ao (S5 p pely 35lall 1508

1N X

I

SRR\

rtinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan

sng N

smelaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah
jeb)

“dntara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami

e

“berikankepada mereka (Q.S.Asy-Syura (42): ayat38).'

Perlu diketahui, perintah musyawarah dalam ayat tersebut sifatnya umum
dan mencakup segala aspek kehidupan, baik agama, politik, sosialekonomi,
dan budaya. Dalam segala sendi kehidupan, bermusyawarah sangat dianjurkan
untuk menentukan kebijakan yang dianggap baik. Karena apa yang dihasilkan

(Adalah perwujudan dari kata mufakat atau suara mayoritas.*?

'Y
& Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam figih siyasah adalah
@
g'embaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan
“esuatu atas nama umat (warga negara). Tugas mereka tidak hanya

ermusyawarah dalam perkara-perkara umum negara, mengeluarkan Peraturan

143U

_rEDesa yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah

A

Satu dari dasar-dasar syariat yang baku. Tugas mereka juga mencakup

<
3]

mMs

gbal,. M. (2007). Figih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya
ia Pratama. him 138.
1 Kemenag RI, Al-qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-

S

Que’an, 2015) him 42.
o

2 Yasid., A. (2007). Figih Today 2: Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Fikih

I

Politik. Jakarta: Erlangga.
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©
mﬁemaksakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang

-
cpengawas yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa

d

auntuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari

?ﬁak-hak Allah.*®

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud Figih Siyasah,

S<NIN X!

akni yang disebut juga dengan Figih Politik, maka perlu dijelaskan pengertian

asing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata Figh Siyasah berasal dari

exsn

-dua kata yaitu kata Figih dan yang kedua yaitu al-Siyasi. Kata Figih secara

e

“hahasaadalah faham, sedangkan kata alsiyasi yang artinya adalah mengatur
Menurut istilah, Arti kata al-figh adalah paham yang mendalam. Salah
satubidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan
hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan
pribadi, bermasyarakat maupun hubungan manusia dengan Penciptanya. Jadi
Figih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari’i yang bersifat amaliah yang
@igali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.
Permasalahan ini berkaitan dengan kaidah Figih Siyasah, yakni Siyasah
usturiyah yang membahas tentang hubungan pemerintah dan masyarakat dan

ga aturan yang berbicara didalamnya, maka dari kinerja BPD dan hubungan

AII.I.Q DIl&E[SI Ehl

dya terhadap masyarakat menjadi problem yang berkaitan dengan kaidah ini,

S

@arena tidak sesuainya kinerja BPD terhadap masyrakat. Figh siyasah

(0]

gmerupakan cabang ilmu figh yang sumber kepada AlQur’an dan Hadist."
z

ujel|

cn PTaufik, M. (2023). Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara. 4(2). 105-126. him 108.

Ie

YAlfandy., M.G. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desd Terhadap Pembangunan Desa dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Analisis pada Desa
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Syuro dipahami sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan

21EH O

taupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu

asalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dengan demikian,

elalui syuro setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan

4w es1d

epentingan pribadi dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya

NI G

c’s)etelah semua pihak menyuarakan pandangannya tentang permasalahan yang

n

gnenyangkut masyarakat secara umum, di samping membawa masyarakat lebih

=

~dekat satu sama lain.™

g Penerapan Perda Nomor 06 Tahun 2018 Tentang BPD masih adanya
tahapan yang kurang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Perda Nomor
06 Tahun 2018 Tentang BPD. Hal ini dapat dilihat khususnya di Desa Karya
Indah Kabupaten Kampar. Menurut Perda tersebut dijelaskan tugas pokok dan

fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan supaya

gﬁerciptanya kemaslahatan masyarakat, oleh karena itu kehadiran Badan
o
m.-Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan desa dengan berbagai
&

Hungsi dan kewenangannya yang sangat signifikan hendaknya mampu

o]
g?nengayomi dan memberikan segala kemampuannya untuk kemaslahatan

Al

amasyarakat sertadiharapkan lebih berperan dan menjalankan tugas yang telah

ng jo Ajrsx

Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.
Skgpsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. him
58

< 15N|chayah, M. (2022). Pengawasan APBD oleh DPRD berdasarkan peraturan Walikota

Malang nomor 60 tahun 2019 ditinjau dari konsep syuro dalam figh siyasah. Skripsi, Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang. him 43.
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©

ﬁiamanahkan oleh masyarakat.™®

-

o Desa Karya Indah merupakan Desa yang ada di Kecamatan Tapung
o

oKabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa Karya Indah merupakan salah satu

& W

esa yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten

e%

ampar. Desa Karya Indah merupakan pemekaran dari desa Pantai Cermin

imana dahulunya Desa Karya Indah ini adalah dusun dari Desa Pantai Cermin

NSaN |

%ang kemudian dimekarkan menjadi desa. Adapun pemekaran ini dilaksanakan

=

-pada tahun 2000 dan sejak saat itu Karya Indah resmi menjadi desa baru di

QD
Swilayah kecamatan Tapung dan dipimpin oleh seorang penjabat sementara

kepala desa. Desa karya indah memiliki luas 57,57665 km?2 dengan jumlah
penduduk 12.657 jiwa dan kepadatan 0,454 jiwa/kmz2.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan penulis
bahwa BPD yang ada di didesa Karya Indah belum sesuai dengan pelaksanaan
peraturan daerah kabupaten kampar nomor 6 tahun 2018 tentang Badan

?ermusyawaratan desa (BPD) seperti mestinya yakni membahas dan

-

] .
m.-menyepakatl rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan

F—

+¥]
Hmenyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja
o]
gZepaIa desa. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Arman selaku

El'okoh masyarakat yaitu “ BPD Karya Indah belum optimal dalam

]
qhelaksanakan fungsinya dikarenakan kurangnya sarana pendukung

1ejng jo

®Nita, D. A. (2021). Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun
2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau dari Figh Siyasah Studi di Desa
Sukadamai Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan) (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan. him 39.
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eterbatasan fasilitas seperti ruang rapat yang tidak memadai™’

Ada beberapa permasalahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar

2 did ey @

omor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusywaratan Desa terkhususnya di

Ly

Desa Karya Indah, antara lain:

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa, minimnya kebijakan yang ada di Desa Karya Indah.
2. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa masih ada

aspirasi yang belum dilaksanakan.

Nely ejlsns NN X

3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa belum terlaksana dengan
baik karna pengawasannya hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.*®
Berdasarkan Permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Perspektif Figih Siyasah (Studi Kasus di Desa Karya Indah

Ekabupaten Kampar).

-
m
B.;Batasan Masalah

Penelitian ini dapat terarah dan memperjelas ruang lingkup dalam maka
erlu adanya batasan masalah, karena dengan batasan masalah ini nantinya
kan menjadikan penelitian lebih mudah diarahkan dalam pembahasan

antinya. Pada pembahasan ini penulis memfokuskan faktor-faktor penyebab

urang optimal Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karya Indah dalam

N
o

7 Arman, Tokoh masyarakat Desa Karya Indah, Wawancara, Karya Indah, 10 Maret

QUEI[NGJO AJTSIQATIG dIUIe]

< Rahmat,. F. (2023). Persepsi masyarakat tentang pelaksanaan Tugas Badan

Petiusyawaratan Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. JOM FISIP. vol 10.
1-8 him 10.
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mﬁlelaksanakan fungsi pemerintahan desa, serta Perspektif Figih Siyasah

-
derhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 Tahun

©

22018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Nely BYSNSuNIN A

1.

2.

3.

3
C—Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan di

tas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6
tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Karya
Indah Kabupaten Kampar?

Faktor-faktor penyebab kurang optimal Badan Permusyawaratan Desa di
Desa Karya Indah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan Desa?
Bagaimana tinjauan Figih siyasah terhadap Pelaksanaan badan

permusyawaratan desa (BPD) di desa Karya Indah Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

neny wisey jrreAg uejing jo AJISIdATU) dDIWE[S] )8}

. Tujuan Penelitian

[EEN

N

w

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah:

. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6

tahun 2018 tentang Badan permusyawaratan Desa (BPD) di desa Karya

Indah Kabupaten Kampar.

. Mengetahui  faktor-faktor penyebab kurang optimalnya Badan

Permusyawaratan Desa di Desa Karya Indah dalam melaksanakan fungsi

pemerintahan Desa.

. Mengetahui  perspektif figh siyasah terhadap kinerja Badan

Permusyawaratan Desa Karya Indah berdasarkan Peraturan daerah
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Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan desa.
. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Secara Teoritis
Menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin

ilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian yang

BXSNS NIN N!1w gIdIdYeH @

singin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan

e

“karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi
bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis
a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang muncul dengan lebih kritis.

b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada konsentrasi

g.? Hukum Tata Negara (Siyasah) pada fakultas Syariah dan Hukum
g Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

"BTSistematika Penulisan

g Acuan penulis dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada
=

uku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan
i
%istematika sebagai berikut:
SBAB I: PEDAHULUAN
Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batas Masalah, Rumusan

asalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematikan Penulisan.

nery wisey ;ng(é uejng
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AB I1: KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan Tentang Pengertian Desa, Pengertian

dioyey ©

aPeraturan daerah, Pengertian Badan Permusyawaran Desa dan kajian Fiqgih
=

=Siyasah

=

BAB Il1: METODE PENELITIAN

b Penjelasan pada bab ini tentang jenis penelitian, lokasi penelitian,

c
@opulasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, serta

Q;j'eknik pengumpulan data.
%AB IV: HASIL PENELITIAN
a. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018
tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Karya Indah
Kabupaten Kampar

b. Faktor-faktor penyebab kurang optimal Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Karya Indah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa

c. Tinjauan Figih siyasah terhadap Pelaksanaan badan permusyawaratan

desa (BPD) di desa Karya Indah Kabupaten Kampar

IWRIS] 23838

AB V: PENUTUP
Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian

an saran yang berkaitan dengan penelitian.

neny wisey jrredAg uejpng jo Ajrsiqarupn d
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©
I BAB Il
{ah]
-
o KAJIAN PUSTAKA
=
AgDesa
= e
= Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
=
cwilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan
gepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-
c
qul dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
jeb)
-Megara Kesatuan Republik Indonesia.™

nei

Menurut R. Bintarto, Desa ialah entitas atau kesatuan geografi,
kemasyarakatan, perniagaan, politik, serta kebudayaan yang terpendam di
suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain.*°

Menurut Rifhi Siddiq Desa ialah suatu area yang memiliki tingkat
kepadatan sedikit yang ditempati oleh warga dengan koneksi kemasyarakatan
yang berprilaku seragam, rata-rata bekerja di bidang agraria serta cakap
;@erhubungan dengan daerah sekitarnya yang lain.?

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, Desa adalah suatu kesatuan kaidah

Tyejsy aj

ang sejumlah penduduknya menetap diarea tersebut yang berkuasa

enjalankan pemerintahan sendiri. Menurut konsep tersebut, desa merupakan

qATUg D

awasan dengan kepadatan rendah yang terdiri dari banyak kampung, dusun,

A31SI

anjar, dan jorong yang semuanya termasuk unsur dari kecamatan serta

Yperaturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 tentang Badan
usyawaratan Desa (BPD) pasal 1 ayat 6.

“Nurrahmawati, D., Sriyanto, Y. G., & Priyono, N. (2023). Analisis Penerapan Aplikasi
Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Rejosari Kecamatan
Pakis. Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa, 2(2), 101-115. him 102.

e ?syakdiah, J., Sudiyanto, T., & Putra, P. S. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa
dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sukananti Baru Kecamatan Rantau Alai
Kabupaten Ogan Ilir. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2), 16954-16957.hIm 16955.

Pe

u2I[es Jo
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gikepalai oleh kepala desa.?

; Suatu desa dipimpin oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
E}ain dibantu dengan perangkat desa sebagai penyelenggara Pemerintahan desa.
?_[:)esa memiliki karekteristik yang sangat berbeda dengan perkotaan, dimana
giri-ciri desa sebagai berikut:

i a. Kehidupan masyarakatnya dengan alam dianggap sangat dekat

‘E_ b. Kepadatan penduduknya relative rendah

Q;:;; c. Interaksi masyarakat desa sangat intens

g d. Masyarakat desa memiliki solidaritas yang kuat

e. Mobilitas masyarakat cenderung rendah

Tentunya setiap manusia atau individu akan menggunakan perasaan,
pikiran, dan keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Hal inilah
yang membuat manusia saling membutuhkan. Secara umum, fungsi desa
adalah sebagai berikut:*®
a. Desa sebagai Hinterland
b. Sebagai pelastari kearifan lokal
c. Sumber tenaga kerja, dan

d. Mitra pembangunan

2 Tomisa, M. E., & Syafitri, M. (2020). Pengaruh badan usaha milik desa terhadap
petitiapatan asli di desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Igtishaduna: Jurnal
lIgjah Ekonomi Kita, 9(1), 91-101. him 95.

e % M, Siti. “Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, Dan Jenisnya.”
Griimedia Literasi, 27 June 2023, www.gramedia.com/literasi/pengertian- desa/. Diakses Pada 11
NdW; 2023.
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.mIBadan Permusyawaratan Desa (BPD)

; Dalam hal ini akan dibahas mengenai definisi, fungsi, tugas dan
Evewenang Badan Permusyawaratan Desa.

21 Definisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Z Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal (1)
éngka 4, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang
inelaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil
jeb)

-dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

e

cdemokratis. Dapat dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
merupakan mitra  pemerintah desa  dalam menyelanggarakan
pemerintahannya.?*

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia fungsi adalah pekerjaan yang
dilakukan. fungsi dapat dikatakan kegunaan dari sesuatu baik itu dalam hal
=rZ@enda ataupun suatu jabatan yang di sandang seseorang. Adapun terkait fungsi
i.-;ari lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tercantum pada pasal
%5 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Badan
a?ermusyawaratanDesa (BPD) mempunyai fungsi sebagai berikut:®
a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala

desa. Dalam hal fungsi ini badan permusysawaratan desa (BPD)

diberikan fungsi untuk membahas dan menyepakati berbagai bentuk

rancangan peraturan desa bersama- sama kepala desa dalam bentuk

2 Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. him 2.
% Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. him 30.

neny wisey JireAg uejing jo AJIsIsAru



b )

3,

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

h

NVIE YYSNS NIN
o0
.lf U

ﬁ:n
- |

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

|-

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

17

musyawarah.

. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam hal fungsi ini

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga diberi fungsi untuk
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang merupakan
gambaran umum dalam  merumuskan perencanaan tentang

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam hal fungsi ini Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan fungsi untuk melaksanakan
pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan dan

pembangunan desa.

3. Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yang

tercantum dalam pasal 30, sedangkan tugas utama Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) tercantum dalam pasal 31 peraturan daerah Kabupaten Kampar

=r%omor 6 tahun 2018 yaitu sebagai berikut:?®

AJISIDATU[) DTUIR[SE 3}

. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa bersama Kepala

Desa.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Menggali aspirasi masyarakat.

Pe

Ag uejngjo

nery wisey gie

% peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan
usyawaratan Desa (BPD) Pasal 31.
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b. Menampung aspirasi masyarakat.

c. Mengelola aspirasi masyarakat.

d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.

e. Menyelenggaralan musyawarah BPD.

f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.

g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala

Desa antarwaktu.

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa.

J. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan
Desa.

I. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa
dan lemabaga desa lainnya.

m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. Wewenang lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adapun wewenang dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa juga

SIJATUQ DTWIR[S] d}¥}S

iférdapat pada peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 dalam

(0]

(pasal 61 sebagai berikut:”’

a. Mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi.

Ag uejn

|-

“’Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan

PefMusyawaratan Desa (BPD) Pasal 61.
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. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara

lisan dan tertulis.

. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya.
. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.

. Meminta Kketerangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

kepada Pemerintah Desa.
Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori
penyelenggaraan  Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola

pemerintahan yang baik.

. Menyusun peraturan tata tertib BPD.

Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada
Bupati melalui Camat.

Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD
secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB

Desa.

. Mengelola biaya operasional BPD.

mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan

Desa kepada Kepala Desa.

.Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring
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g danevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

-

oPeraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang

eyd

Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk

eleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala

A rw

Zdaerah.2® Dalam kamus besar bahasa Indonesia, peraturan diartikan sebagai

S

gatanan (petunjuk, kaedah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur peraturan
adalam perundang-undangan dapat disebut sebagai pedoman dalam

py)
E)menjalankan aktivitas penting dalam kehidupan bermasyarakat dan dibuat oleh

c
yang berwenangatau orang yang secara hukum berhak membuat peraturan.?®

Penyelenggaraan otonomi daerah terdapat dua produk hukum yang bisa
dibuat oleh suatu daerah, salah satunya adalah Peraturan Daerah (Perda) yang
merupakan instrumen dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan
arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya®.
Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda) merupakan wujud nyata
§elaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya,

(¢]
speraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi
=

+¥]
_':“gaerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setempat setelah
o]
Snendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

<
Qntuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi atau kabupaten
]

%ota serta tugas pembantuan.
o

1MS 3

%Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004 (2010). Tentang Pembentukan Peraturan

Pegmdang-undangan. Jakarta: Sinar Grafika. him 3.

»Raharjo,. M. M. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa. Jakarta: BumiAksara. him 21.
30Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam

res

Mendukung Otonomi Daerah. DiH: Jurnal IImu Hukum, 10(19), 21-37. him 22.
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Peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari

eraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri

has masing-masing daerah. Perda yang dibuat oleh satu daerah tidak boleh

ertentangan  dengan  kepentingan umum  dan/ atau  peraturan

erundangundangan yang lebih tinggi,dan baru mempunyai kekuatan mengikat

NIRMIIGW e3dizdeH o

c’s)etelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.*

¥sn

Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan,
jeb)
-pembentukan suatu perda harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan

%erundang-undangan. Oleh sebab itu, perda yang baik itu adalah yang memuat
ketentuan, antara lain:
1. Memihak kepada rakyat banyak.
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Berwawasan lingkungan dan budaya.

Tujuan utama dari suatu peraturan daerah adalah untuk mengatur

?ktivitas masyarakat di daerah. Peraturan daerah yang sudah ditetapkan atau

}

%inyatakan sahdisampaikan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh

wn

&

chari  setelah ditetapkan. Apabila peraturan daerah tersebut ternyata
-

gbertentangan dengan kepentingan-kepentingan umum dapat dibatalkan oleh
@emerintah pusat.2

]

< Adapun fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan
=)

@aerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan
e

=  °*'Abdullah,. R. (2005) Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah

Seggra Langsung. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. him.132.

e 2perkasa, A. A., Yunus, R., & Rusli, A. M. (2013). Analisis Hubungan Eksekutif dan

Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Palopo. Government: Jurnal llmu
Pemerintahan. 6(1) 21-32. him 25.
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©
JPermusyawaratan Desa Pasal 30 yaitu:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

dio e

Desa.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.*
D. Figh Siyasah

Istilah Figih Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang

B2 SIS NIRRT IS

=terdiri dari dua kata, yakni figh dan siyasah. Secara etimologis, figh merupakan
%entuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata fagiha-yafgahu-fighan yang
berarti Pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami
tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).

Sedangkan secara terminologis, Figh lebih populer didefinisikan sebagai
berikut: ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang
dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.*

Adapun dilihat dari segi terminologinya (istilah) kata siyasah disini

rdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam,

e[SE21e1S

santara lain yaitu:* Pertama, Ibnu Manzhur, menurut beliau siyasah berarti
-

ghengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.®*® Kedua,
E{Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau definisi dari siyasah yaitu sebagai
]

Qt'Jndang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan

Q
-

gj *peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan
Pefmusyawaratan Desa (BPD) Pasal 30.

= 'syarif, M, | dan Zada., K. (2008). Figh Siyasah. Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.
Jakarta: Erlangga. him 2.
*Imam Amrusi Jailani, dkk, (2011). Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: IAIN Press.

% Djazuli, A. (2007). Figh Siyasah. Bogor: Kencana. him.45.
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@)

Terta mengatur berbagai hal %

Ketiga, Abdurrahman, menurut beliau siyasah

-
csebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan

d

aluar dengan Negara lain.*®
Dengan demikian dari uraian tentang pengertian figh dan siyasah dari

gi etimologis, terminologi serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli

@Iw

ukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari figh siyasah adalah

mu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan dan

EXSNSSNI

-kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan

e

asar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.*

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa figh siyasah adalah
ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan
mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai
dengan dasar-dasarnya yang universal (kully), untuk merealisasikan tujuan-
tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak
@itunjukkan oleh nashnash yang terinci dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.
i-;ebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, figh siyasah antara lain
gpembicarakan tentang siapa sumber kekukasaan, siapa pelaksana kekukasaan,
%pa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan

E“nenjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana

S

@ekuasaan mempertanggungjawabkan kekukasaannya.

¥ Rojak,. J, A. (2014). Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers.

(3]

% Ibid., him.8
% Suyuthi Pulungan, Op.Cit.,hlm.26.
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Sebagai ilmu Kketatanegaraan dalam Islam, figh siyasah membahas

ABH @

dentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar

d

okekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan
i(ekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan
=

dmempertangung jawabkan atas kekuasaannya.*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menurut Prof. H.A. Djazuli,

NS N

gnenyatakan bahwa figh siyasah itu mirip dengan ilmu politik, yang mana ada
jeb)
=dua unsur penting dalam bidang politik, yang saling berhubungan secara timbal

%alik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak
yang diatur.*!

Melihat kedua unsur tersebut, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat
eksekutif dan unsur masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari segi fungsinya,
Figh Siyasah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang di nukil
Prof. H. A. Djazuli, bahwa figh siyasah tidak hanya menjalankan fungsi

?elayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi
gengarahan (ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya
gpenjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.*?

Ini juga dibuktikan dengan definisi politik di dalam Penguin

ncyclopedia: “Political Scince: the academic discipline which describes and

ISIH_{\!U“ D

Zanalyses the perations of goverment, the state, and other political

(0]

arganizations, and any other factors which influence their behavior, such as

o

nery wisey jrregg uejn

“3adjali., M. (1991). Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: Ul
.him 3.

! Djazuli,. A. H. (2007). Figh Siyasah. Jakarta: Kencana. him 28.

*2 Ibid., him 28.
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©
gconomics. A major concern is to establish how power is exercised and by

255 . . . . . 43
awhom, in resolving conflict within society”
Dalam pembahasan masalah ini, Figh Siyasah yang berkaitan adalah Figh

iyasah Dusturiyah. Permasalahan didalam Figh Siyasah Dusturiyah adalah

lhw eld

ubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta

elembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang

SN 3

SN

ingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, didalam Figh Siyasah

e

-Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-

%ndangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian

dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia

serta memenuhi kebutuhannya.**

1. Siyasah Dusturiyyah, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian
inimeliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri’iyyah oleh
lembaga legislatif, peradilan atau gadhaiyyah oleh lembaga yudikatif,
dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau
eksekutif.

2. Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyyah, disebut juga politik luar negeri.
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang
muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian
ini ada politik masalah peperangan atau siyasah Harbiyyah, yang

mengatur  etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang,

pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

O
nery wisey ng(g ue}[ng jo AJISIdATU() dIWIR[S] 3)e}§

*% Crystal., D (2004). Penguin Encyclopedia. London: Penguin Books. him.1219.
“Djazuli,. A. H. (2009). Figh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dan Rambu-
u Syariah. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, him 47.
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3. Siyasah Maliyyah, disebut juga politik keuangan dan moneter.
Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan
belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik,
pajak, dan perbankan.*

Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa figi siyasah

NInijtw eydio yeq @

Jemegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan akualisasi

n

@ukum Islam secara keseluruhan. Dalam figih siyasah diatur bagaimana sebuah
jeb)
-ketentuan hukum Islam berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa

&eberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan
suit sekali terjamin keberlakuannya. Barangkali untuk masalah ibadah tidak
terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan
yang kompleks, umat Islam membutuhkan figih siyasah.*°

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa figih siyasah ialah ilmu
yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk
?ukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan

o . : . :
wyang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syari“at untuk mewujudkan

g 47
=kemaslahatan umat.
=2

Im

™
=
E.EPenelitian Terdahulu
(g°]
E_ Penelitian terdahulu adalah sarana untuk mengungkapkan penelitian
ot
]
derdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau
Lo =
gtopik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan.
E
w % Jailani,. 1, A. dkk. (2011). Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: IAINPress. him 16.
< “® |gbal,. M. (1994). Rekonstruksi Pemikiran Islam. Jakarta: Kalam Mulia. him 12.
&2 % Jafar, W. A. (2018). Figh Siyasah dalam Perspektif al-Qur’an dan al-Hadist. Al

(<Y

rah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 3(1), 18-28. him 20.
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©
53': No Judul Persamaan Perbedaan
T 1 | Penelitian  Sa’adah | Penelitian ini | Penelitian  tidak
(9)] - . .
= yang berjudul | bertujuan _ melihat tugas
e Pelaksaan Tugas | mengetahui  tugas | BPD berdasarkan
T Badan BPD  berdasarkan | Peraturan
E?_ Permusyawaratan figih siyasah Menteri Dalam
+ Desa (BPD) Dalam Negeri  Nomor
T Tinjuan Figih Siyasah 110 Tahun 2016
&= (Studi Desa Kota Tentang Badan
= Tengah  Kecamatan Permusyawarata
® Dolok Masihul n Desa
ﬁ; Kabupaten  Serdang
T Bedagai).*®
_6 2 | Penelitian  Sudarman | Penelitian ini | Fokus penelitian
g5 dengan judul Pengisian | bertujuan ini pada perda no
§’ Anggota Badan | mengetahui peran | 12 tahun 2017
Permusyawaratan Desa | Badan yaitu tentang
(BPD) di Desa Sibak | Permusyawaratan pengangkatan dan
Kecamatan Ipuh | Kampung pemberhentian
Kabupaten Mukomuko | Berdasarkan perangkat desa
Perspektif Perda | Dusturiyah
Kabupaten Mukomuko
No 12 Tahun 2017 dan
Siyasah Dusturiyah.*
3 | Agustina 2020 dengan | Melihat Badan | Penelitian ini
penelitian Fungsi | Permusyawaratan hanya melihat
Badan Desa (BPD) sebagai | fungsi BPD
P Permusyawaratan Desa | fungsi pengawasan | berdasarkan
R Dalam Penyusunan dan peraturan  desan
? Penetapan  Peraturan tahun 2020 di
5 Desa  Tahun 2020 mana peraturan ini
§; ditinjau dari Siyasah merupakan
e Dusturiyah: ~ Studi di peraturan
- Desa Darmorejo perundang-
=
=
(g°]
2.
© “* Saadah, U. (2021). Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam

Tinjauan Figih Siyasah (Studi Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang
Bedagai). Skripsi,fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
http://repository.uinsu.ac.id/13944/

= % Sudarman, E (2021). Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa
Sihak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif Perda Kabupaten Mukomuko No 12
Talun 2017 dan Siyasah Dusturiyah (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Fatmawati
Sukarno. Bengkulu.
http://repository.iainbengkulu.ac.id/7490/
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I Kecamatan ~ Mejayan undangan yang di
il Kabupaten Madiun.® buat oleh BPD
P bersama  kepala
ol desa
& 4 | Fungsi Badan | Melihat fungsi | tugas dan fungsi
3 Permusyawaratan Desa | kinerja Badan | sesuai dengan
i dalam Pengawasan | Permusyawaratan Undang-Undang
* Pembangunan Desa Nomor 6 Tahun
T Infrastruktur Jembatan 2014 tentang Desa
% di Desa Keban Agung dan perda No 03
U_) Kecamatan Kisam Ilir Tahun 2015
o Kabupaten OKU tentang Badan
= Selatan.™ Permusyawaratan
P Desa
py)
&
c

A3JYSIdATU) DTWR]S] 3)e)S

%0 Agustina, R. (2022). Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan
penetapan peraturan desa tahun 2020 ditinjau dari siyasah dusturiyah: Studi di Desa Darmorejo
Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. Skripsi, Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.

= http://etheses.uin-malang.ac.id/39204/#

= “lsagita, R. A., & Amaliatulwalidain, A. (2024). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jembatan di Desa Keban Agung Kecamatan
Kisam Ilir Kabupaten OKU Selatan. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 5(1), 9-9.

https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/93/114
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al BAB |11
Q)
G
o METODE PENELITIAN
=
m - - -
A.3Jen|s Penelitian

B

Penelitian ini bersifat lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu

n !

Qenelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang
(;@an kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan
»

a_ingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian
gang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa
Cadanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak

mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.>?

. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian
dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti.
?enelitian ini dilakukan di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar. Penulis

-

¢]
m.-Tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan adanya fungsi BPD yang tidak
&
=perjalan dengan baik seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
o]
g:)esa . hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar

chomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

A1

A

%23ugiyono, (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
eta. him. 8.

29
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@)

Cé’):Subje\k dan Objek Penelitian

-
. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar

enelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar

elakang.>® Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala

NIigYiguw eyd

(pesa Karya Indah, Sekretaris Desa Karya Indah, Ketua BPD Desa Karya

n

dndah, Sekretaris BPD Desa Karya Indah, Kepala Dusun Desa Karya Indah dan
g_::g/lasyarakat Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
g2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang
dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang
menjadi objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Fungsi BPD berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan

Permusyawaratan Desa

1S

0
D&Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang

wes]

gigunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber

T

=
Zata yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam
(g°]

-t
=penelitian ini berupa:
‘<

S1. Data Primier

W

c . . . ... .

5_- Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan

=

=

2 *Lexy J Moleong,. L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung:
ReRiaja Rosdakarya. him. 6.
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©
ﬁengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan

-
cpenelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 1

d

oorang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Ketua BPD, 1 orang

= :
—Sekretaris BPD, dan 2 orang Kepala Dusun.

=

2. Data sekunder

i Data Sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-
c

Yiteratur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan

engan permasalahan yang diteliti>*

QdEeld e

. Data Tersier
Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer
dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Jurnal dan internet.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi
leh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas

ga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang

wes] Yeis

I

erintekasi secara sinergis™ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek
enelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena

19 Ajrsraazun 3

enelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial

s

rtentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi

<
&g ue)

>

nery wisey gie

**Fajar,. M dan Achmad,. Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
yakarta: Pustaka Pelajar. hIm. 156.

Sugiyono, (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
eta.
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©
ﬁitransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan

-
flengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.>®
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 informan yang terdiri dari 1

rang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Ketua BPD, 1 orang

AW eyd

ekretaris BPD, dan 2 orang Kepala Dusun Karya Indah sebagai penguat

SaN |

alam penelitian. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik Total

a N

z_ampling yaitu semua informan diambil dalam penelitian sebanyak 6 orang

informan.

nelg e

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di
tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan
sebagai tambahan informasi dalam penelitian

2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni
melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui
tanya jawab, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan
penelitian.

3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber
dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda

tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan peraturan, dan catatan

% 1bid., him 216.
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harian lainnya.”’

O3EH @

Go Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah

lHw ej

sanalisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga

n

Qiperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang
gkan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan
»
canalisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis
f}juakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
C1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.*®

o

-

%. Penyajian Data (Data Display)

:—- Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk

B8

Airaian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya.

=

EDengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa

(g°]

@ang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

Be

]

adipahami tersebut.>®

n

=

E

w " Arikunto,. S (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka
Cipta. him. 172.

%8 Sugiyono, op.cit., him 247.
%% Sugiyono, op.cit., him 249.
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. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab

dioyed ©

afumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak,

i(arena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat

=
csementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

i(esimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang

c
%ebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek

jeb)
-yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi

Q
Jelas.®®

8 Sugiyono, op.cit., him 252.
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©
I BAB V
{ah]
-
o PENUTUP
=
AgKesimpulan
=
= Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan
=
cmengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun
g018 menurut perspektif figh siyasah, maka penulis menyimpulkan sebagai
c
Yperikut:
0
jeb)
v 1. Pelaksanaan fungsi BPD sudah dilaksanakan yani dengan msuyawarah,
QD
c

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

pada membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa
sudah ada peraturan desa yang sudah dihasilakan oleh BPD dan kepala
desa tentang APBDes dan RPJMDes. Tetapi dalam fungsi manampung
aspirasi masyarakat ada yang belum dilaksanakan yaitu pemekaran desa
dan tapal batas antar RT. Pengawasan kinerja kepala desa dilakukan
dengan cara monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kepala desa baik

yang didanai APBDesa maupun non APBdesa.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimal pelaksanaan

fungsi BPD di Desa Karya Indah ialah: Pertama kurang didukung oleh
sarana kerja yang memadai seperti kantor, dan fasilitas atau peralatan
kerja, dan alat transportasi. Kedua kecilnya pendapatan tujangan anggota
BPD, sehingga anggota BPD tidak fokus bekerja karena harus mencari

pendapatan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

. Berdasarkan tinjaun figih siyasah pelaksanaan fungsi BPD di Desa Karya

Indah sesuai dengan Ahlu Halli wa Aqdi sebagaimana lembaga tersebut
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sebagai lembaga yang melakukan pengawasan kinerja kepala
pemerintahan (Kepala Desa). Pelaksanaan musyawarah dilakukan dengan
mengunjungi rumah serta berkupul di suatu tempat untuk mendengarkan
aspirasi warga sehingga sejalan dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW

dan menjunjung tinggi konsep syura.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang

elaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2018 tentang

Badan Permusyawaratan Desa , maka dapat beberapa saran sebagai berikut:

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

1.

N

w

Pelaksanaan peraturan Daerah ini sangat penting untuk kemashlahatan
masyarakat di Desa Karya Indah, akan tetapi masih kurangnya kebijakan-
kebijakan yang berlaku di Desa Karya Indah. Penulis menyarankan agar
Desa Karya Indah mempunyai Kebijakan yang lebih kuat untuk

masyarakat itu sendiri.

. Didalam  Faktor-Faktor =~ penyebab  kurang  optimal  Badan

Permusyawaratan Desa ini penulis menyarankan kepada pihak Desa
harus mengevaluasi bagaimana mengatasi hal yang menghambat
tersebut.

Untuk BPD penulis menyarankan agar BPD bisa lebih aktif dan kompak
untuk seluruh anggota selain itu juga agar memberikan informasi pada
setiap warga apa fungsi BPD itu sendiri di Desa agar masyarakat
mengetahui kemana harus memusyawarahkan gejala-gejala yang terjadi

dimasyarakat itu sendiri.
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LAMPIRAN

E DOMAN WAWANCARA

%HQH ©)

enurut bapak / ibu bagaimana fungsi BPD di desa Karya Indah?

. ZMenurut bapak / ibu apakah BPD Berfungsi dalam rangka penyelenggaraan

;Eemerlntahan desa?

. PDalam pelaksaan pemerintah desa adakah BPD menjalankan fungsinya dengan

Zemestinya?
w

) CPernahkah BPD ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan

;peraturan desa bersama kepala desa?
jeb)

. ABagaimana kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi

amasyarakat desa?
c

Ketika BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa, dalam bentuk apa
pengawasan tersebut?

Apakah BPD Pernah menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada bapak/ibu?

Pada proses pembahasan dan penetepan peraturan desa, apakah BPD ikut
Andil?

Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa, apakah BPD langsung
menyalurkan aspirasi tersebut?

10.uMenurut bapak/ibu apakah BPD pernah melakukan sosialisasi terhadap

ungsinya di desa karya indah?
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Wawancara Ibu Rina (Selaku Ketua BPD Karya Indah )

KUMENTASI

®) . . .
© m.m kCipta milik UIN Suska Riau “Btate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
o

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Wawancara Bapak Romi ( Selaku kepala dusun 111 Desa Karya Indah )

Wawancara Bapak Khairunnas (Selaku Kepala Dusun I)

© Nak ci pta milik UIN Sus ka'Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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PENGESAHAN

ABH @

Skpipsi dengan judul Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Menurut
Pérspektif Figih Siyasah (Studi Kasus di Desa Karya Indah) yang ditulis oleh:

=;
= Nama : Chintya Mukti

= NIM : 12020421175
c  Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

'I‘%h dimunaqasyahkan pada:
ﬁ Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2024
g Waktu : 08.00 WIB — Selesai
- Tempat : Ruang Sidang Munagasyah Fakultas Syariah dan Hukum
g Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munagasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A
t

o8]
o
Penguji |
DE.-Jumni Nelly, S.Ag, M\Ag et J.
:. __-:'r'-*’"--.
Penguji 11
D Kasmidin, Le, M.Ag
Mengetahuf:
Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, L
NIP. 197110062002121003
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) ©

:2n.00F 1/PP.00.9/4762/2024 Pekanbaru,15 Mei 2024
- Biasaw

2 (Satg) Proposal

: Mohai Izin Riset

=

Kepada Yth.

&epal Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Y

&rovigsi Riau
c

1'a

Bue

Assa/ﬁmu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

© Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Univ@@sitas Sultan Syarif Kasim Riau :

QO

< Nama : CHINTYA MUKTI
NIM : 12020421175
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIIT (Delapan)
Lokasi : Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan

Permusyawaratan Desa Menurut Perspektif Figih Siyasah ( Studi Kasus didesa Karya Indah
Kampar )

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
iangggf surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
membgerikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

.

0 - . . B .
gemikian disampaikan, terima kasth.
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SURAT KETERANGAN

gf 2
% .;;—,:- Kn;tua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum
ngni_;/ersitig:s Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji
ge:%maag_ (similarity check) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan
.%aégggurgkan Software Turnitin pada skripsi mahasiswa berikut ini:
g =
Kagha Mahasiswa : CHINTYA MUKTI
A = =
y1g = £ 12020421175
?-';u m] Skgipsi : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
E o KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG BADAN
% g PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT PERSPEKTIF
% § FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA KARYA
= c INDAH)
g:osen Pembimbing : H. M. Abdi Almaktsur, M.A / Dr. Sofia Hardani, M.Ag.

nggal Uji Turnitin : 25 Oktober 2024

asil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (Similarity Index) yaitu 20 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Oktober 2024
Ketua Prodi,

S
Dr. H. Rahman Alwi, MA

NIP. 197006211998031003
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan Il Komp. Kantor Gubernur Riau
JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 3911 7PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

5 2
TEF2 nj):

© g

ez 2 B

= O

£3g 2 REKOMENDASI

£35a B Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/65797

= ‘g_ g o TENTANG

=0 == 3

S o S = PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET

c & & = DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

g* Q @ & 1.04.02.01
= gkeaala Digas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
@egndfionan —Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor
'8J®4§.II/PP30.9/4762/2024 Tanggal 15 Mei 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

= o 2 w

a 1. Nama : CHINTYA MUKTI

= 2. N/ kTP . 12020421175

3 3. PRdgram Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

i 4. Jedjang : St

= 5. Alamat . PEKANBARU

g 6. Jidul Penelitian .  PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6
o TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT
g PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA KARYA INDAH)

o 7. Lokasi Penelitian : DESA KARYA INDAH KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR

=

=

engan ketentuan sebagai berikut:

:1equins uexingaAusw yep ypyluniyequaly eduey 1ul siny eAzey yninias n

he
®
EI. idak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
72. Zelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
8 Sanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. ?Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
5 enelitian dan Pengumpuian Data dimaksud.
o
5" emikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.
o w
= - Dibuat di . Pekanbaryu
3 = Pada Tanggal : 20 Mei2024
=) o
= —
7 wn
= ; Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
g —% Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
0 = —
= = DPM | DINAS PENANAMAN MODAL DAN
- PTSP | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
o} c mmemed PROVINSI RIAU
S =
- [
= <
3 &
= ®
= e
7] -
san : "<

sDisampaikanXepada Yth :

.. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Bupati Kampar
Up. Kepala'Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
Dekan FdKultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang BerSangkutan
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PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR....... TELP. (0762) 20146
BANGKINANG Kode Pos : 28412

. h(
: ‘\ ;

—
o0t a5
gz b REKOMENDASI
2a3g8 & Nomor: 071/BKBP/2024/310
EE- = Tentang
EsSs B
=z ‘g é ) PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET
) % g c 3 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI
3 o 3 =
g 5, § Kepala-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari:
< - E@palt Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor:
§0§/§I¥ETS ON IZIN-RISET/65797 Tanggal 20 Mei 2024, dengan ini memberi
Reko rgiasu Zin Penelitian kepada:
(D
Namaw : CHINTYA MUKTI
NIM 7*' : 12020421175
Umversutas . UIN SUSKA RIAU
Progrg?n Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Jenjaﬁfg : S1
Alama . PEKANBARU

Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI
KASUS DI DESA KARYA INDAH)

Lokasi Penelitian : DESA KARYA INDAH KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR

‘nery eysng NN Jefem Buek uebunuad
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ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah
d|tetamkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pra riset dan
pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan
terhitW\g mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

ueyngaAususuep Eeywnueogdw edue) i SyNeAidy] Gaunes

éemlhar&ekomendag ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak
rkait difarapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan
i dan teﬁﬁna kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 27 Mei 2024

a.n. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR
Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa

AMn

ONNITA, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19661009 198803 2 003
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PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAPUNG

KANTOR KEPALA DESA KARYA INDAH

L JLn. GARUDA SAKTI Km. 6 Kec. TAPUNG 28464
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SURAT KETERANGAN
Nomor : 140 / KI /VIII / 2024 /\53S

ANinqiweydio

bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten

5Cl?gan ini menerangkan bahwa :
N%a : CHINTYA MUKTI
NIM : 12020421175
Jugsan : Hukum Tata Negara ( Siyasah ) S1
Semester : VIII ( Delapan )

Nama yang kami terangkan di atas, benar melakukan Penelitian di Desa Karya Indah
camatan Tapung Kabupaten Kampar, sesuai dengan Surat Permohonan dari UIN Sultan Syarief
im Riau, Nomor : Un. 04/F.I'PP.00.9/4762 / 2024, perihal Mohon Izin Riset, dengan Judul *
aksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan

usyawaratan Desa Menurut Perspektif Figih Siyasah * yang dilaksanakan Mulai Bulan Mei

ajelg

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Karya Indah, 08 Agustus 2024
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